
BUPATIKUTAITIMUR

PROVINSI KALIMANTANTIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAITIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJAUNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DAN ANAKPADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI !(UTA!TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor

72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pem bentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan

Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tah un 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175,
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Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896}) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47

Tahun 1999 ten tang Pembentukan Kabupaten Nunukan,

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten

Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembarabn Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak rnenjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

237, Tambahan Lembaran Negara .Republik Indonesia

Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran

negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

4419);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4720);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Porriografi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4928);
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7. Undang-Undang Nomor

Pemerin tahan Daerah

23 Tahun 2014

(Lembaran Negara

tentang

Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Pemeriritahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenrang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor J 14, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran

Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nornor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNlS

DAERAH PERLIN DUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA
DTNAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK.
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BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kutai Timur.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perernpuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Timur.

6. Unit Pelaksanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang

selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang

dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan

anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan

masalah lainnya.

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.

8. Kepaia UPTD adalah Kepala Unit Peiaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Timur.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan fungsional yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAS II

PEMBENTU KAN

Pasal2

(I) Dengan Peraturan Bupati ini diberituk UPTD PPA pada Dinas.

(2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan
klasifikasi Kelas A.
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BAB III

KEDUDUKAN

Pasa] 3

UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala

UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

BABIV

SUSUNAN ORGANISASI

PasaI4

(1) Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri dari:

a. Kepala:

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsiona1.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD PPA

PasaI5

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah

kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami

masalah kekerasan , diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lairmya.

Pasa] 6

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal
5 menyelenggarakan fungsi layanan:

a. pengaduan masyarakat;

b. penjangkauan korban;
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c. pengelolaan kasus:

d. penampungan sementara;

e. mediasi; dan

f. pendampingan korban.

Pasal 7

UPTD PPA dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6

dilakukan urituk memberikan layanan dasar dalarn 1 (satu) daerah kabupaten.

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasa1 8

Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada pasa1 4 ayat (1) huruf a.
mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan merigendalikan

UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan

anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus

dan masalah lainnya.

Pasa19

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal 8, Kepala UPTD PPA

menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan dan mengendaJikan semua kegiatan penyelenggaraan

layanan di UPTD PPA;

b. menyusun program kerja UPTD PPA;

c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;

e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan

UPTD PPA; dan

f. melaksanakan administrasi UPTO PPA.
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Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b

mernpunyai tugas:

a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;

b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;

c. penyiapan bahan adminitrasi sumber daya manusia;

d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan

e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan

keahlian danj atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang pemangku jabatan

fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung

kepada Kepala UPTD.

(3) Jumlah jabatan fungsional diteritukan berdasarkan kebutuhan dan beban

lcerj a.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsioal serta rincian tugas jabatan fungsional

diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BABVI

TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPTDPPAwajib:

a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta

kerjasama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
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b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan , memberikan pengarahan

serta petunjuk bag] peJaksanaan tugas bawahan ;

c. melaksanakan sistem pengendalian internal;

d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing masing; dan

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pimpinan VPTO PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat

berkoordinasi dengan:

a. Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dan fasilitas layanan

kesehatan lairmya;

b. Balai Pemasyarakatan;

c. Kepolisian Sektor dan Kepolisian Resort;

d. Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri;

e. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(BP3TKI);

f. Kantor wilayah Kementerian Agama;

g. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manu sia:

h. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

1. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan

j. Institusi lainnya.

(3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada

Kepala Oinas.

BAB VII

ESELONlSASI

Pasal 13

(1) Kepala UPTD dijabat oleh Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat dan

sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVa atau jabatan pengawas.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Aparatur Sipil Negara yang

memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVb atau
jabatan pengawas.
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BAB VIn

STANDARLAYANAN

Pasal14

Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan

anak yang mengalami masalah, UPTD PPA harus berpedoman pada standar

layanan yang telah ditetapkan.

BABIX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dapat bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Zatau sumber lain yang sah

dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABX

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 16

Semua penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang telah

terbentuk sebelurn peraturan Bupati In} ditetapkan, wajib dilakukan

penyesuaian berdasarkan peraturan pelaksana dimaksud.

BABXI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 5 Januari 2022
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Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH

UPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 7
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLIN DUNGAN .A.NAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPALAUPTD

J IKELO?v1POK SUBBAGIAN
JABATAN FUGSIONAL L TATA USAHA


